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Abstrak

Artikel ini mengkaji gerakan sosial Mahasiswa dengan fokus aktivitas Mahasiswa pada organisasi ekstra kampus, khusunya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di kampus Universitas Pattimura, Institut Agama Islam Negeri Ambon dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon, bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk gerakan sosial mahasiswa merespon masalah kemasyarakatan dan pembangunan di kota Ambon dan Maluku pasca konflik. Data kajian ini dikumpulkan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan cara pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif maka data dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Kajian ini menemukan bahwa pertama, kader atau anggota HMI dan GMKI selalu berupaya menguasai ruang publik kampus melalui distribusi kader-kader mereka untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam badan eksekuti atau senat mahasiswa, bahkan senior mereka yang menjadi dosen dalam menduduki jabatan struktural di kampus, yang nantinya dapat memengaruhi kebijakan kampus. Kedua, aktivitas dalam pergerakan HMI dan GMKI memiliki kemiriban dalam hal merespon isu-isu kemasyarakatan, dengan memberi perhatian pada beberapa aspek sebagai berikut: (1) isu sosil keagamaan, (2) isu politik lokal, (3) pembangunan masyarakat pascakonflik. 
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PENDAHULUAN
Dalam sejarah bangsa-bangsa, Mahasiswa selalu tampil memelopori berbagai gerakan yang bermuara pada perubahan dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, beberapa peristiwa penting turut dipelopori oleh Mahasiswa, diantaranya adalah (1) tanggal 20 Mei 1908, ketika Mahasiswa dan pemuda menyeruhkan bersatu melawan penjajah, dan menjadi momen kebangkitan mahasiswa, pemuda dan kelompok-kelompok masyarakat yang sekarang menjadi bangsa Indonesia mengeluarkan diri dari kolonialisme. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan hari kebangkitan nasional. (2) tanggal 28 Oktober 1928 organisasi kemahasiswaan dan pemuda memelopori terjadinya sumpah pemuda. (3) peristiwa yang masih hangat diingatan bangsa Indonesia adalah tanggal 21 Mei 1998, ketika Mahasiswa menurunkan Presiden ke - 2 Republik Indonesia, Jenderal Soeharto dari tampuh kekuasaannya, dan menjadi moment bagi pembangunan demokrasi yang lebih baik di Negara ini.  Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan era reformasi, yang terus menyemangati seluruh gerak pemerintahan dan penyelenggaraan Negara hingga hari ini.
Sejalan dengan pembahasan tentang gerakan sosial Mahasiswa di Indoensia, maka secara nasional maupun di daerah-daerah, dua organisasi kemahasiswaan, masing-masing Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dapat disebut menjadi representasi dari gerakan sosial di kalangan Mahasiswa yang menarik dikaji. Diketahui bahwa kedua organisasi kemahasiswaan ini memiliki latar historis panjang seiring dengan eksistensi Negara Republik Indonesia. 
Subjek kajian ini adalah gerakan sosial mahasiswa di Kota Ambon yang tampak pada aktivitas organisasi ekstra kampus, dalam hal ini HMI dan GMKI. Oleh karena itu studi ini dilakukan pada Himpunan Mahasiswa Islam di Universiats Patimura dan Institut Agama Islam Negeri  Ambon, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Universitas Patimura dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Ambon. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah seperti apa bentuk aktivitas gerakan sosial mahasiswa dalam merespon  isu-isu pembangunan masyarakat pasca konflik di kota Ambon dan Maluku secara umum 15 tahun terakhir ini.
Kajian tentang gerakan sosial mahasiswa di Kota Ambon dapat dilihat sebagai bagian dari kajian gerakan sosial di Indonesia secara umum, dan penting dilakukan karena pasca reformasi 1998 yang berimplikasi pada jatuhnya resim Orde Baru, terdapat kecenderungan menguatnya aktivitas gerakan sosial pada sejumlah kampus di berbagai daerah. Dalam konteks Kota Ambon dan Maluku secara keseluruhan, gerakan Mahasiswa menguat sejak tahun 1998 seiring dengan gerakan Mahasiswa secara keseluruhan di Indoneisa untuk menurunkan Soeharto, dan terus menguat saat terjadinya konflik 1999.  Fenomena gerakan sosial Mahasiswa di Kota Ambon mengalami perubahan pasca konflik, yang lebih mengarah pada gerakan keagamaan  yang menguat di kampus dan dikhawatirkan berdampak negatif terhadap aktifitas kampus dan memengaruhi masyarakat secara luas.
Youssef M. Choueri (1997), yang mengkaji gerakan keagaman Islam  menemukan bahwa fenomena gerakan keagamaan menjadi suatu perkembangan yang disebutnya sebagai revivalism, reformisism, dan radicalism. Masing-masing istilah ini merupakan entitas yang terpisah dan memiliki latar historis, sosial ekonomi dan kerangka konseptual tersendiri. Sejalan dengan penelitian ini, Zuly Qodir dan kawan-kawannya (2010), meneliti gerakan Masjid Kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga dalam memahami Politik nasional, dan menemukan bahawa gerakan keagamaan yang muncul di kampus adalah respons terhadap dinamika sosial kemasyarakatan yang melanda bangsa. Takmir masjid adalah salah satu bentuk gerakan keagamaan yang muncul di kampus UGM maupun UIN Sunan Kalijaga, dengan tujuan dan misi yang berbeda antara kedua kampus. Perbedaan dimaksud sangat ditentukan oleh pandangan teologis yang dianut oleh setiap gerakan tersebut. Dalam penelitian tersebut jelas terlihat adanya perbedaan pandangan teologis yang tajam antara kedua kampus dalam memahami persoalan politik. Bagi gerakan keagamaan masjid kampus UIN Sunana kalijaga, membahas persoalan politik adalah bagian dari tanggung jawab masjid kampus dalam aspek uluhiyah, sementara bagi gerakan masjid kampus UGM, persoalan politik berada di luar tanggung jawab masjid kampus.
Mengacu pada realitas di kota Ambon, diharapkan bahwa kajian ini merupakan suatu upaya untuk memetakan bentuk-bentuk dan aktivitas gerakan sosial dan keagamaan mahasiswa di kota Ambon serta menjelaskan seperti apa gerakan-gerakan sosial mahasiswa berpengaruh terhadap aktivitas kampus maupun masyarakat di Maluku. Sudah tentu studi ini diharapkan dapat menambah referensi tentang gerakan sosial dan gerakan keagamaan, secara khusus di kalangan mahasiswa di Indonesia. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan perguruan tinggi, pemerintah dan institusi lain dalam merumuskan kebijakan yang bermanfaat bagi  mahasiswa dan kelompok-kelompopk masyarakat yang majemuk secara etnis maupun agama.
Pembahasan kajian ini menggunakan teori gerakan sosial, oleh karena itu akan dikemukakan konsep tentang gerakan sosial sebagai berikut:  Giddens (1993) mengatakan bahwa gerakan sosial merupakan suatu upaya kolektivitas untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif di luar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Berbeda dengan Gidens, Robert Mirsel melihat bahwa gerakan sosial tidak hanya semata-mata mempelajari aksi-aksi kolektif yang tidak melembaga sebagaimana dalam kajian klasik, namun juga bergeser pada gerakan-gerakan yang terorganissir dan melembaga yang tidak hanya pada gerakan-gerakan spontan. Gerakan kegaaman di dunia kampus dapat dikatakan sebagai gerakan sosial, yang bertujuan menunjukan dan sekaligus menjaga identitas keagamaan baik di kalangan Kristen maupun Islam, sebagai filter bagi komunitasnya. Oleh sebab itu gerakan sosial bertujuan mempromosikan perubahan dalam nilai dan norma dalam masyarakat demi terwujudnya sebuah purifikasi (Pieter, 2004: 325).
Dalam melakukan kajian mengenai gerakan sosial, maka peran aktor atau individu menempati posisi yang sangat penting, sebab pada dasarnya gerakan sosial merupakan kumpulan dari individu-individu. Mengabaikan fakta bahwa gerakan sosial terdiri dari para individu akan beresiko memprlakukan gerakan sosial sebagai data empirik tunggal. Fakta bahwa para individu itu bertindak secara bersama-sama perlu dijelaskan dan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja (Bert Klandermans, 2005: xvii-xx). Dengan kata lain, perlu diperhatikan bahwa gerakan sosial lebih dari sekedar fenomena tunggal, sebab hanya pada tingkat analisis individulah dapat dijelaskan mengapa sebagian orang terlibat berpartisipasi di dalam salah satu aksi sosial dan bukan pada bentuk aksi sosial lainnya. Dengan menggunakan cara pandang ini, maka kita akan menginventarisisr sumber daya individu, seperti ideologi diri, nilai-nilai subjektifitas, pendapat atau perspektif individu, motif aktor, tujuan aktor, makna subjektif aktor, realitas disekitarnya  dan lain-lain. 

Khusus tentang gerakan-gerakan sosial yang terkait dengan gerakan keagaman itu sendiri muncul berbagai istilah yang digunakan oleh para sarjana untuk menggambarkan gerakan keagamaan. Tibi (1998), Azra (1996), Watt (1997) Choueri (1997), Burrel (1995) dan Karyono, (2003) menggunakan istilah fundamentalisme. Sivan (1985) Anderson (1997), Zada (2002), Roy (2005) dan Turmudi, et. Al (2005) menggunakan istilah radikal. Persoalannya gerakan yang kompleks ini terkadang berhenti pada level labelisasi, padahal labelisasi tidak mendatangkan pemahaman yang lebih baik. Masing-masing gerakan memiliki latar belakang tersendiri, karena kelahirnyanya tidak bisa lepas dari pengaruh agama, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Orientasi gerakan tersebut akan bergantung pada aspek mana yang paling dominan di antara faktor-faktor di atas.

METODE

Artikel ini ditulis dari hasil penelitian di Kota Ambon menggunakan motode kualitatif. Oleh karena subjek peneltiaan ini adalah gerakan keagamaaan mahasiswa maka penelitian ini mengambil tempat di tiga kampus, masing-masing: (1) Universiats Patimura (UNPATTI) sebagai representasi dari kampus sekuler atau umum, (2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sebagai kampus berlatar belakang keagamaan Islam, dan (3) Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKPN) Ambon sebagai kampus berlatar belakang keagamaan Kristen. Pemilihan tiga lokasi kampus dengan latar belakang yang berbeda tersebut dimaksudkan untuk melihat apakah fenomena gerakan keagamaan yang berkembang di tiga kampus tersebut memiliki corak yang sama atau berbeda. Selain itu untuk mengetahui apakah gerakan keagamaan di tiga kampus tersebut memiliki jaringan yang sama, orientasi dan ideologi yang sama atau berbeda dalam menyikapi persoalan politik nasional. 

Oleh karena jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka data dikumpul dengan menggunakan wawancara (interview) dan pengamatan (observatoin). Selain obsevasi dan wawancara, informasi yang dijadikan data penelitian ini juga diperoleh dari sumber-sumber tertulis atau kajian terhadap sejumlah literatur dan dokumen. Teknik yang digunakan dalam interview adalah menggunakan teknik snow ball, yaitu peneliti berusaha memancing informan untuk mengutarakan berbagai hal yang terkait dengan isu dan fokus penelitian ini dengan pertanyaan pancingan. Sementara teknik yang digunakan dalam Observation adalah dengan cara menentukan fokus pengamatan dan mengikuti beberapa aktivitas gerakan keagamaan mahasiswa di kampus. 
Proses dan mekanisme analisa data penelitian ini akan dilakukan sejak awal pengumpulan data. Mengingat data yang diharapkan dari penelitian ini lebih bersifat kualitaf maka digunakan metode analisis interpretatif atau hermeneutik untuk memahami gejala yang di teliti. Untuk itu seluruh data yang terkumpulkan dikelompokan, ditafsir dan diberi makna. Diharapkan bahwa melalui proses analisa (interpretasi) sejak berada di lapangan dapat membantu dalam upaya kontekstualisasi data dan pemberian makna terhadap setiap proses dan temuan penelitian ini.  Anasisa dilakukan dengan cara komparasi terhadap data yang diperoleh pada ketiga kampus tersebut. Dari komparasi akan diketahui apakah ada kesamaaan atau perbedaan dari gerakan keagamaan di ketiga kampus tersebut, mencakup: ideologi, aktor, jaringan, serta respons terhadap perubahan politik nasional.
PEMBAHASAN

Konteks umum gerakan sosial Mahasiswa di kota Ambon

Kota Ambon sebagai pusat kota dari provinsi Maluku sekaligus pusat pendidikan di daerah ini, telah menjadi arena berkembangnya gerakan keagamaan Mahasiswa yang dimulai dari kampus. Oleh karena kajian ini mengambil fokus pada gerakan keagamaan mahasiswa di kampus, maka dua organisasi kemahasiswaan yang menjadi reprenstasi aktivitas gerakan keagamaan Mahasiswa  di Kota Ambon yang dijadikan bidikan kajian ini adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), masing-masing di Universitas Pattimura (UNPATTI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Ambon. Unpati merupakan kampus negeri yang dikategori sebagai kampus sekuler yang besar di Kota Ambon maupun Maluku, IAIN adalah kampus yang dikategori berlatarbelakang keagamaan Islam, dan  STAKPN Ambon adalah kampus yang dikategori berlatarbelakang keagamaan Kristen. 
Jika di telusuri kesejarahan gerakan sosial kegamaan HMI dan GMKI, keduanya memiliki perjalanan sejarah panjang, dan aktivitasnya dapat dilihat mulai dari keberdaannya di era Orde baru hingga di era reformasi. Pada masing-masing periodesasinya, kedua organisasi ini memiliki pengalaman sejarah dan pasang surut dinamika hubungan dengan negara yang berbeda-beda. Namun demikian HMI dan GMKI serta aktivitas gerakannya memiliki militansi dan kontinuitas gerakan yang tidak pernah surut atau padam dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah, maupun secara internal kampus. HMI dan GMKI walaupun keduanya merupakan organisasi mitra kampus yang berlabel keagamaan, namun gerakan sosial keagamaannya muncul dalam bentuk aktivitas sosial.

Militansi dan kontinuitas gerakan sosial keagamaan baik HMI maupun GMKI memiliki kaitan erat dengan aktivis yang terlibat dalam gerakan tersebut. Oleh sebab itu aspek pembinaan dan kaderisasi sebagai perluasan dan peningkatan jumlah basis massa merupakan faktor utama dalam mendorong berkelanjutan dari keberadaan organisasi HMI maupun GMKI dengan seluruh agendanya. Pembinaan dan kaderisasi menjadi faktor penting dan strategis karena kampus yang merupakan komunitas intelektual atau akademik adalah orang-orang terdidik sekaligus aktor yang terlibat dalam organisasi, memiliki peranan penting dalam mengembangkan misi gerakan baik secra internal kampus maupun di tengah masyarakat.

Sejak awal keberadaan HMI dan GMKI di kampus, kedua organisasi ini  merupakan sarana yang strategis untuk melakukan kaderisasi dan pembinaan aktivis gerakan. Dapat dipahami bahwa mahasiswa sebagai orang terdidik akan jauh memiliki legitimiasi dalam sebuah gerakan dari pada kelompok sosial lain yang tidak terdidik. Oleh sebab itu bagi HMI dan GMKI memosisikan diri sebagai organisasi mitra kampus adalah hal penting. Penelitian ini menemuklan bahwa sebagai organisasi mitra kampus, kader atau anggota HMI dan GMKI selalu berupaya agar kader-kader mereka dapat menduduki jabatan-jabatan strategis dalam badan eksekuti atau senat mahasiswa yang nantinya dapat memengaruhi kebijakan kampus. 

Bentuk-bentuk gerakan sosial Mahasiswa di kota Ambon

Mahasiswa sebagai masyarakat kampus selalu identik dengan sebutan generasi masa depan, oleh sebab itu sering dijumpai bahwa di kampus muncul organisasi-organisasi yang memberi perhatian pada pengembangan karakter, pengkaderan dan kepemimpinan. Contoh konkrit organisasi seperti ini adalah HMI dan GMKI. Kehadiran organisasi-organisasi kemahasiswaan seperti ini selain mengusung isu nasionalisme, tetapi juga memberi perhatian pada isu-isu keagamaan, karena tidak dapat disangkali bahwa latar belakang sosial keagamaan menjadi acuan yang tidak kalah penting dalam kehadiran organisasi-organisasi ini. Oleh sebab itu aktivitas HMI dan GMKI tidak dapat dipisahkan dengan aspek sosial keagaman dalam masyarakat yang dimulai dari lingkungan kampus. Aktivitas mahasiswa di kampus sebagai gerakan sosial keagamaan merupakan proses penyiapan diri mahasiswa dari dalam kampus untuk melibatkan diri dalam setiap proses pembangunan melalui sumabangan pemikiran yang bersifat kritis terhadap setiap kebijakan demi kemajuan bangsa. Dengan terbukanya ruang bagi pembentukan kesadaran diri, pemahaman, skill dan kemampuan mahasiswa di kampus, mengakibatkan banyak pihak dari luar kampus untuk dapat memanfaatkan kehadiran mahasiswa sebagau komunitas intelektual baru dalam mendorong cita-cita berbagai kelompok sosial di luar kampus. 

Diketahui bahwa HMI merupakan organisasi kader di kalangan mahasiswa yang levelnya bersifat nasional, oleh sebab itu HMI di kampus UNPATTI maupun di kampus IAIN Ambon memiliki tujuan yang sama dengan HMI di universitas lainnya, baik pada kampus yang berlatarbelakang agama  maupun kampus yang sekuler. Tujuan HMI adalah terbinanya insan akademik, pengabdi, pencipta yang bernafaskan Islam, menciptakan masyarakat adil dan makmur yang di ridhoi Allah swt. Implementasi tujuan tersebut oleh setiap kader HMI dilakukan dengan meningkatkan kemampuan akademik anggota dan skill tertentu sehingga membantu kadernya mampu bersaing di kampus maupun di luar kampus. HMI sebagai organisasi mahasiswa dengan latar belakang Islam juga menanamkan doktrin spiritual, yang implementasinya namapak dalam berbagai aktvitas gerakan sosial keagamaan yang berorientasi pada dua aspek yakni (1) uluhiyah (keyakinan) dan (2) aspek Ubudiyah (ibadah sosial).
Sama seperti HMI, GMKI adalah organisasi kemahasiswaan yang levelnya bersifat nasional, keberadaannya menjadi wadah berhimpun untuk pengembangan kemampuan intelektual dan karakter, dengan sasaran agar mahasiswa tidak saja memiliki kemampuan intelektual tetapi juga memiliki kemampuan leadership berdasarkan nilai-nilai Kristen. GMKI dalam melakukan gerakan sosial keagamaan berjalan dibawah tripanji GMKI yakni tinggi ilmu, tinggi iman dan tinggi pengabdian. Tripanji atau tiga pilar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: kader GMKI  memiliki kemampuan intelektual yang handal, menguasai IPTEK, namun memiliki iman yang teguh. Melalui kemampuan IPTEK, kader GMKI mampu melakukan pengabdian kepada masyarakat atau gereja. Pengabdian kepada masyarakat atau gereja pada satu sisi merupakan aktualisasi dari tripanji GMKI, namun pada sisi lain menunjukkan eksistensi GMKI sebagai : gereja incognito” yakni melakukan pelayanan kepada semua denominasi gereja dan kepada masyarakat secara umum. 
Keberadaan HMI dan GMKI telah melewati waktu dan sejarah panjang dengan pasang surut dinamika organisasi, terutama dalam berelasi dengan Negara, dengan dinamika yang berbeda-beda  sejak era Orde baru hingga masuk era reformasi saat ini. HMI dan GMKI serta aktivitas gerakannya memiliki militansi dan kontinuitas gerakan yang tidak pernah surut atau padam dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah, maupun secara internal di kampus. HMI dan GMKI walaupun keduanya merupakan organisasi mitra kampus yang berlabel keagamaan, namun gerakan sosial keagamaannya muncul dalam bentuk aktivitas sosial. Militansi dan kontinuitas gerakan sosial keagamaan baik HMI maupun GMKI memiliki kaitan erat dengan aktivis yang terlibat dalam gerakan tersebut. Oleh sebab itu aspek pembinaan dan kaderisasi sebagai perluasan dan peningkatan jumlah basis massa merupakan faktor utama dalam mendorong berkelanjutan dari keberadaan organisasi HMI maupun GMKI dengan seluruh agendanya. Pembinaan dan kaderisasi menjadi faktor penting dan strategis karena kampus yang merupakan tempat orang-orang terdidik sekaligus aktor yang terlibat dalam organisasi, memiliki peranan penting dalam mengembangkan misi gerakan baik secra internal kampus maupun secara eksternel kepada masyarakat di luar kampus.

Sejak awal keberadaan HMI dan GMKI di kampus merupakan sarana yang strategis untuk melakukan kaderisasi dan pembentukan aktivis gerakan. Eksistensi HMI dan GMKI walaupun berlatarbelakang keagamaan Islam dan Kristen, namun gerakannya melampaui batas-batas keagamaan, masuk pada rana sosial setiap kelompok masyarakat tanpa melihat pada latar belakang suku, agama, daerah. Hal ini merupakan implikasi sikap keterbukaan HMI dan GMKI sebagai organisasi kader, yang sejak awal berdirinya sangat peka dan peduli dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. 

Isu-isu kemasyarakatan sebagai fokus gerakan Mahasiswa di kota Ambon

Wacana Keagamaan 

Mengaju pada tujuan terbentuknya HMI yakni “terbinanya insan akademik, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terciptanya masyarakat adil dan makmur yang di ridhoi Allah SWT, maka wacana keagaman menjadi salah satu hal penting yang dibicarakan di lingkungan HMI. Wacana keagamaan yang dibicarakan dalam konteks HMI di UNPATTI dan IAIN Ambon secara makro adalah terkait dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, HAM, keadilan dan kejujuran. Secara internal wacana keagamaan terkait dengan berbagai aktifitas organisasi yang selalu berpatokan kepada dua aspek mendasar dalam keimanan sebagai seorang Muslim yakni aspek uluhiyah dan ubudiyah. Aspek uluhiyah adalah aspek pengenalan akan Allah sebagaimana perintah dalam Al-Quran, Allah berfirman “bertakwalah kepada Allah Swt dan tolong menolong kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran” Aspek uluhiyah terkait dengan kewajiban setiap individu yang diberikan oleh Allah swt untuk menjalankan perintahnya yang muncul dalam aktivtas beribadah (ritual). Aspek uluhiyah merupakan aktifitas sehari-hari setiap individu implementasi dari aspek uluhiyah, sebagaimana Al-Quran perintahkan setelah sholat jumat bersebarlah dimuka bumi untuk mencari rezeki (ibadah sosial).

Implementasi dari konsep uluhiyah dalam konteks HMI muncul dalam pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan Islam, cerama rohani, sholat jumat walaupun hal itu merupakan kesadaran setiap individu yang beragama Islam namun tetap menjadi perhatian HMI. Implementasi konsep ubudiyah dalam realitas sosial muncul dlaam bentuk relasi sosial seperti contoh HMI memiliki relasi yang baik dengan GMKI dan kader-kadernya aktif dalam berbagi organisasi kepemudaan semisal KNPI, sebagai media untuk menjalankan ibadah sosial, tempat sharing dan diskusi bersama mencari solusi tentang bagaimana membangun paradigma di antara komunitas yang berbeda. Di sisi lain melalui relasi sosial tersebut HMI dapat melakukan berbagai ibadah sosial secara bersama menyikapi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, berpikir kritis terhadap setiap perubahan sosial di tengah masyarakat dan melakukukan tindakan-tindakan konkrit sebagai solusinya. 
Wacana keagamaan yang didiskusikan dalam lingkungan HMI tidak saja terkait dengan persoalan doktrin teologi tetapi mencakup persoalan sosial kemasyarakatan sebagai implementasi nilai-nilai Islami secara totalitas di tengah masyarakat. Implementasi nilai-nilai Islami merupakan suatu persoalan mendasar dan perhatian seirus dari HMI di lingkungan UNPATTI dengan alasan bahwa persoalan iman yang terkait dengan nilai teologis dan dogmatis merupakan urusan personal dan menjadi tanggung jawab individu, oleh sebab itu HMI tidak melakukan dakwa atau syiar rohani di lingkungan kampus. Begitu pula halnya urusan ritual keagamaan seperti sholat jumatan, atau hal-lain yang bersifat ritual, dianggap menjadi urusan pribadi dan tidak menjadi urusan organisasi HMI karena itu menjadi urusan takmir masjid di Kampus yang secara organisatoris tidak ada hubungan hirarki organisasi dengan HMI. 

Pentingnya implementasi nilai-nilai Islam yang cinta damai, anti teroris adalah nilai-nilai teologi Islam yang di diskusikan dalam konteks HMI di lingkungan UNPATTI dan IAIN Ambon. Sebagaimana diketahui,  warga Maluku secara kesleuruhan berada dalam kondisi trauma akibat konflik, pengalam-pengalam berkonflik dengan segala bentuk aksi dan tindak kekerasan menjadi kolektif memori bagi masyarakat Maluku sehingga turut membentuk sikap fanatik baru, dendam, dan kebencian di antara warga komunitas muslim dan Kristen. Dalam konteks ini HMI  memandang bahwa wacana keagamaan yang pantas di bicarakan adalah bagaimana mempertanyakan sumbangan agama bagi persoalan sosial kemasyarakatan yang penuh dengan korupsi, kemiskinan, teroris yang selalu di kaitkan dengan Islam, sehingga pelebelan Islam tidak saja sebagai agama cinta damai tapi juga agama teroris oleh masyarakat maupun media yang selalu memunculkan aksi-aksi kekerasan atas nama agama dan peristiwa-peristiwa teroris yang sekaan-akan melegitimasi tesis Gregory Baum yang mengatakan bahwa “religion is Ambiguity” (Baum, 1975) dan Appleby (2002) yang mengatakan bahwa agama itu bersifat ambivalen. 

Sesuai dengan motto GMKI, Ut Omnes Unum Sins yang artinya supaya semua menjadi satu (Yoh 17:21b), maka aspek keagamaaan tetap menjadi salah satu bagian penting yang diwacanakan dan didiskusikan di lingkungan GMKI. GMKI di kampus Unpatti dan STAKPN Ambon memiliki agenda rutin dalam mendiskusikan persoalan keagamaan melalui ibadah rutin GMKI. Sama seperti HMI, terkait dengan wacana keagamaan GMKI lebih banyak melakukan diskusi maupun Penelaan Alkitab yang membahas tentang persoalan sosial kemasyarakatan, sebagai contoh masalah kemiskinan, krisis lingkungan, krisis budaya, krisis pendidikan dan lain-lain. 

Dari informasi di atas, terlihat bahwa wacana keagamaan yang dibicarakan dalam konteks GMKI mengalami pergeseran dari wacana teologi dogmatis ke arah praksis. GMKI sebagai komunitas intelektual dengan pelebelan identitas Kristen dalam pemaknaan terhadap agama lebih mengarah pada aspek sosial yang merupakan realitas bersama. Hal yang perlu dilihat dalam konteks ini adalah bagaimana sikap GMKI dalam melihat persolan ketidakadilan dalam gereja maupun persoalan birokrasi internal gereja. Terkesan bahwa GMKI tidak memberikan perhatian khusus dalam membicarakan masalah gereja sama seperti GMKI mewacanakan dan mendiskusikan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik budaya yang melanda masyarakat akibat dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena GMKI memosisikan diri sebagai Gereja dalam pengertian gereja yang tersamar (incognito), sehingga GMKI secara langsung melibatkan diri mengatasi masalah-masalah yang menimpa umat tanpa melakukan kritik terhadap gereja yang terkesan tidak peduli dengan umat namun tetap bertahan dalam membangun tembok birokrasi yang kokoh. 

Wacana Politik lokal

· Otonomi daerah

Persoalan otonomin daerah mendapat perhatian HMI dan GMKI di Kota Ambon. HMI maupun GMKI di kota Ambon melihat bahwa otonomi daerah sebagai implementasi dari sistem desentralisasi pada akhirnya menimbulkan persoalan baru dimana terjadi pencaplokan lahan serta munculnya penguasa-penguasa lokal. Dalam hal ini otonomi daerah tidak saja menyelesaiakan sejumlah persoalan di daerah, tetapi sebaliknya lebih menambah jumlah persoalan. Pemekaran wilayah kecamatan jadi kabupaten ternyata tidak mengurangi angka kemiskinan tetapi membuka peluang baru terjadi perselingkuhan politik, korupsi sebagai wujud dari penyalahgunaan kekuasaan.  Pada sisi lain hak-hak masyarakat semakin terkikis atau tergusur dan diambil alih oleh pusat dan mereka yang memiliki kapital. Dengan kata lain otonomi daerah tidak memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat dengan tanah adatnya karena realitas yang muncul adalah tanah adat dijadikan arena kontestasi penguasa dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah serta kelompok kapitalis. Konsekuensinya adalah bahwa masyarakat sebagai pemilik hak ulayat dari tanah tersebut menjadi korban karena mereka dari sisi sumber daya secara intelektual terbatas sehingga sulit bagi mereka untuk memproses persoalan tersebut secara hukum. Secara jelas kita dapat melihat kasus ini di pulau Buru dan di pulau Seram. Pada dua ppulau yang besar di Maluku ini, dengan pemekaran terjadi sengketa lahan yang merupakan tanah milik masyarakat karena disitu terdapat hasil tambang yang menjadi sumber pertemuan banyak pihak dengan kepentingannya serta sumber arena kontestasi kekuasaan dimana modal sosial dan modal kapital diperebutkan. 

· Pemilukada 

Perubahan sistem politik dalam pentas demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru nampak melalui pemilihan presiden, gubernur, walikota dan bupati, maupun pemilihan legislatif secara langsung. Dengan kata lain bahwa perubahan sistem politik pasca Orde Baru tidak lagi menganut sistem representatif tetapi melalui sistem partisipatoris. Berlakunya sistem partisipatoris di satu sisi baik, karena setiap masyarakat memiliki kesempatan secara bebas menggunakan hak suaranya yang tidak terwakili oleh siapa maupun partai politik manapun. Dalam konteks ini setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih sehingga warna demokrasi semakin jelas. 

Kontras dengan harapan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih, kesadaran masyarakat tentang arti penting pendidikan demokrasi belum berjalan secara baik. Oleh sebab itu proses demokrasi melalui pemilu legislatif maupun pemilukada sarat dengan politik transaksi, dimana uang, keluarga, suku menjadi alat kampanye sebagai strategi untuk mendapatkan kekuasaan sebagai tujuan utama sehingga proses demokrasi berjalan tidak sehat.  Fenomena ini jika menggunakan pikiran Bourdieu tentang arena, maka hal tersebut merupakan strategi, karena bagi Bourdieu tidak mungkin aktor hadir dalam kehampaan ketika masuk dalam arena kontestasi (Bourdieu, 2010). Uang, keluarga, suku merupakan jaringan jaringan ekonomi, budaya dan sosial (Bourdieu 2002: 110) yang bisa dicermati dan dilihat sebagai bentuk-bentuk relasi yang bisa membantu aktor dalam perebutan kekuasaan. Dalam konteks ini proses demokrasi yang sehat atau bersih dan jujur tidak menjadi suatu tujuan, tetapi bagaimana ekspektasi untuk menjadi sukses sebagai pemenang adalah cita-cita seorang aktor. Oleh sebab itu berbagai cara dan rekayasa dijadikan strategi walaupun dampaknya pemilukada berjalan secara tidak demokratis, cacat hukum dan sebagainya. 
Wacana Keamanan dan Pembangunan Perdamaian 

Konflik Maluku yang terjadi sejak tahun 1999 hingga 2004 telah meninggalkan trauma yang panjang bagi masyarakat Maluku. Secara psikologi kondisi Maluku belum aman bagi kedua komunitas. Oleh sebab itu perlu adanya pencerahan bagi masyarakat Maluku tentang perdamian yang sesungguhnya. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk mencerahkan masyarakat Maluku adalah melalui pendekatan budaya. Umumnya ketika membicarakan pendekatan budaya, kebanyakan orang merujuk pada berbagai keariban lokal yang dimiliki oleh masyarakat Maluku seperti system pela, gandong, lavul ngabal dan sebagainya, tetapi aktivis HMI melihat perpu dicarikan juga wacana budaya lain. Menurut aktivis HMI, masyarakat Maluku harus dicerahkan dan disadarkan melalui cerita “patimurah” serta semangat patriotismenya untuk masyarakat Maluku membangun kembali kehidupan Maluku secara utuh. Sejarah Patimurah adalah sesuatu yang real dan menjadi fakta sejarah bukan hasil konstruksi budaya yang ada unsur politik. Dengan cerita sejarah patimurah dan semangat patriotiknya masyarakat Maluku bisa belajar untuk membangun. Kata yang perlu digaris bawahi adalah “semangat kepatriotannya” dalam konteks ini bersifat universal bisa digunakan untuk membangun dari segi apa saja. Dimensi keinginan yang kuat atau kemauan yang keras untuk merubah hidup, membangun diri secara individu, kelompok maupun masyarakat secara utuh merupakan nilai yang terkandung di balik pernyataan tersebut.
Wacana keamanan dan pembangunan perdamian juga mendapat perhatian dari aktivis GMKI di kota Ambon, karena menjadi prasayarat pembangunan masyarakat Maluku seutuhnya. Konsen pada masalah keamanan dan pembangunan perdamaian dalam konteks kota Ambon mapun Maluku secara keseluruhan dikaitkan pula dengan upaya menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aktivis GMKI menganggap bahwa menjaga keutuhan NKRI adalah mutlak tanggungjawab setiap warga Negara, yang dilakukan secara sederhana mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, pengamanan terhadap asset Negara, waspada terhadap hingga penyusupan idiologi lain  yang mereduksi idiologi negara pancasila, dan upaya mengganggu batas-batas wilayah NKRI.    
Masalah Pendidikan

Masalah pendidikan dalam konteks Maluku merupakan hal yang memprihatinkan, Maluku secara keseluruhan dikategorikan kualitas pendidikan masih sangat rendah. Terkait dengan hal itu baik HMI maupun GMKI di Ambon memandang bahwa pendidikan yang baik sangat diperlukan untuk perubahan dalam masyarakat.  Dalam kaitan itu, di akui bahwa persoalan pendidikan yang menjadi perahtian serius adalah menyangkut pengetahuan tentang teknologi informasi (IT) di kalangan pendidik, nara didik dan masyarakat secara luas. Dikemukakan bahwa salah satu tantangan saat ini dan kedepan dalam dunia pendidikan di Maluku adalah terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Persoalan mendasar adalah sumber daya manusia tenaga pengajar (guru) di bidang IT terbatas, sarana dan prasarana tidak representasi, termasuk minimnya fasilitas pendidikan non formal di luar sekolah yang tersedia.

Merespon koteks yang disebut, HMI melakukan training IT di sekolah-sekolah dengan sasaran memperkenalkan dunia IT di sekolah-sekolah. Ini merupakan salah satu langkah praksis yang HMI tempuh dalam meyikapi persoalan terkait dengan dunia IT secara khusus di kalangan siswa dan guru. Keterlibatan HMI dalam peningkatan kemampuan IT di lingkungan sekolah merupakan salah satu langkah konkrit dari tujuan HMI yakni pengabdian kepada masyarakat. Disisi lain kegiatan tersebut merupakan gerakan sosial keagamaan sebagai perwujudan dari nilai-nilai agama yang diimplementasikan dalam aksi sosial.
Persoalan pendidikan di Maluku menjadi hal yang sifatnya urgen di kalangan GMKI. Hal ini disebabkan karena proses pemerataan pendidikan di provinsi berjalan belum maksimal. Pendidikan dapat dikatakan berjalan secara baik hanya di daerah-daerah perkotaan dan wilayah-wilayah strategis seperti pusat-pusat pemerintahan, namun demikian hal itu tidak merata untuk semua wilayah kabupaten dan kota selurunya di Maluku. Pemerataan pendidikan melalui sarana dan prasarana pendidikan seperti tenaga guru yang terbatas serta perpustakaan dengan fasilitasnya tidak menjangkau daerah-daerah pedesaan di Maluku. Dua hal tersebut menjadi faktor penting keterlambatan dan ketertinggalan pendidikan masyarakat Maluku secara khusus di daerah-daerah pedesaan dari daerah-daerah perkotaaan. 
GMKI melihat bahwa ketertinggalan pendidikan di Maluku terkait dengan unsur tenaga pengajar (guru) sesuai kompetensi bidang studi maupun perpustakaan dan fasiliatsnya secara khusus di daerah-daerah pedesaan, disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan. Tercapainya tujuan pendidikan tidak sebatas pemberantasan buta huruf di kalangan masyarakat, tetapi bagaiamana melalui pendidikan masyarakat bisa menggunakannya untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik. Hal ini yag tidak terlihat melalui implementasi kebijakan pendidikan di Maluku. 

Terhadap realita ini GMKI berusaha melakukan tindakan-tindakan konkrit melalui terjun ke desa melakukan aktifitas mengajar sehari, serta membangun taman baca. Dari aktivitas tersebut ada nilai yang terkandung yakni GMKI menunjukan kepedulian kepada masyarakat bahwa GMKI tidak hanya identik dengan yang namanya aksi demo, tetapi GMKI juga memiliki kepekaan sosial dan tanggap dengan masalah sosial. Pada sisi lain hal ini merupakan kritik kepada pemerintah terhadap fungsi dan peran pemerintah sebagai representasi negara pada satu sisi yang berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarakan amanat konstitusi, dan di lain sisi memenuhi hak-hak masyarakat melalui dunia pendidikan yang juga diamanatkan dalam konstitusi.

SIMPULAN

Uraian sebagaimana di kemukakan pada bagian sebelum mengantar pada kesimpulan sebagai berikut: pertama, kader atau anggota HMI dan GMKI selalu berupaya menguasai ruang publik kampus melalui distribusi kader-kader mereka untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam badan eksekuti atau senat mahasiswa, bahkan senior mereka yang menjadi dosen dalam menduduki jabatan struktural di kampus, yang nantinya dapat memengaruhi kebijakan kampus. Kedua, aktivitas dalam pergerakan HMI dan GMKI memiliki kemiriban dalam hal merespon isu-isu kemasyarakatan, dengan memberi perhatian pada beberapa aspek sebagai berikut: (1) isu sosil keagamaan, (2) isu politik lokal, (3) pembangunan masyarakat pascakonflik.
Dalam konteks di Kota Ambon yang sedang membangun setelah daerah ini dilanda konflik 1999-2002, dan terus mengalami dinamika hingga kini, gerakan sosial mahasiswa yang tampak pada organisasi ekstra kampus menjadi penting dalam hal melakukan fungsi kontrol masyarakat terhadap seluruh proses pembangunan dalam arti luas. Berbeda dengan hal ini,  terdapat fenomena lain yang tidak terbantahkan adalah menguatnya konstruksi identitas keagamaan di ruang publik kampus yang bila tidak dikelolah secara baik berdampak pada pembentukan paham eksklusif agama yang menjadi akar untuk mesuknya radikalisme, yang berpotensi menjadi pemicu konflik di tengan masyarakat Ambon maupun Maluku secara keseluruhan yang sedang membangun diri keluar dari kertepurukan akibat konflik beberapa tahun silam.  
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